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Abstract
This study aims to analyze the application of diversion to children who commit criminal
acts of defamation through social media. The normative juridical method is carried out
through analysis obtained from library materials such as books, dictates, and others
related to statutory regulations and the concept of jurists as the basis of their research.
This study uses a legal concept analysis approach, statutory analysis, and a case
approach related to the application of criminal sanctions in cases of defamation. The
results of the study concluded that the provisions for criminal defamation through
social media are regulated in Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008
concerning Information and Electronic Transactions and cannot be separated from the
main legal norms in Article 310 and Article 311 of the Criminal Code as a genus of
delict which requires a complaint (klacht) to be prosecuted.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan diversi terhadap anak pelaku

tindak pindana pencemaran nama baik melalui media sosial. Melalui metode yuridis
normatif yang dilakukan melalui analisis yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan
seperti buku, diktat, dan lain-lain dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan
dan konsep para ahli hukum sebagai basis penelitiannya. Studi ini menggunakan
pendekatan analisis konsep hukum, analisis perundang-undangan, dan pendekatan kasus
yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana dalam hal pencemaran nama baik.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Ketentuan Pidana pencemaran nama baik
melalui media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dipisahkan dari norma
hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang
mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut.

Kata kunci: peradilan anak, restorative justice, media sosial
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PENDAHULUAN
Salah satu instrumen internasional yang menjamin hak atas kebabasan

berpendapat adalah Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM)
yang menyatakan bahwa “Semua orang berhak atas kebebasan berpendapat dan
berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa intervensi
serta untuk mencari, menerima, dan berbagi informasi dan ide melalui media apapun
yang dikehendaki dan tanpa memandang batas negara.” Selanjutnya, dalam Konvensi
Internasional Tentang Hak Sosial dan Politik (ICCPR) ditegaskan pula bahwa hak atas
kebebasan berpendapat melingkupi berpendapat secara lisan, tertulis maupun cetak,
dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya yang dikehendaki.

Dalam konteks nasional, kebebasan berekspresi memiliki batasan tertentu
sepanjang dilakukan tanpa melawan hak. Pihak yang merasa dirugikan akibat
penghinaan oleh orang lain memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Dalam
KUHPerdata, ketentuan Penghinaan dikelompokkan dalam Buku Ketiga tentang
Perikatan, Bab II tentang Perikatan yang dilahirkan demi Undang- Undang. Secara
Umum, Penghinaan dalam KUHPerdata dianggap dikelompokkan dalam genus
Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sementara
ketentuan Penghinaan secara khusus diatur dalam Pasal 1372 sampai dengan 1380
KUHPerdata.

Hak atas kebebasan berpendapat juga dibatasi dengan adanya ketentuan
pidana pada pasal 310-321 KUHP mengenai penghinaan. Pembatasan tersebut tetap
dipertahankan dan dapat berupa macam‐macam bentuk. Ada yang menista termasuk
menista   dengan tulisan. Ada yang memfitnah, melapor secara memfitnah, dan
menuduh secara memfitnah. Hampir diseluruh dunia, pasal-pasal yang berkaitan
dengan penghinaan masuh tetap dipertahankan. Alasannya, hasil dari penghinaan
dalam wujud pencemaran nama baik adalah character assassination dan dalam
hal ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Pengaturan tentang penghinaan pada dasarnya berupa batasan atas hak
kebebasan  berekspresi  yang diwujudkan  dengan  cara  menuduh  seseorang telah
melakukan perbuatan tertentu. Namun demikian, pengertian penghinaan dan perbuatan
turuannya belum bisa ditemukan pengaturannya di Indonesia secara definitif.
Sehingga, untuk memahami penghinan, kita hanya dapat merujuk pada perumusan
delik-delik pidana pada Bab Penghinaan di KUHP.

Konsep pembatasan kebebasan berekspresi yang terdapat pada Kovenan Hak
Sipil dan Politik. Dalam praktiknya, pelaksanaan dari suatu jaminan perlindungan hak
memang kerap melahirkan ketegangan. Secara khusus pada kasus ini ialah antara
ketentuan Pasal 19 ICCPR yang melindungi setiap bentuk opini dan ekspresi, dengan
ketentuan Pasal 17 ICCPR yang memberikan perlindungan bagi privasi seseorang
termasuk reputasinya. Dalam rangka menyeimbangkan ketegangan itu dilahirkanlah
prinsip pembatasan, termasuk dalam pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi.
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Dengan alasan itu pula, kemudian menjadi pembenar bagi eksisnya hukum
pencemaran nama baik. Tujuan utama hadirnya hukum pencemaran nama bai adalah
untuk menjaga dan melindungi reputasi serta privasi seseorang. Kendati begitu, jika
diterapkan dengan tidak hati-hati justru akan menghambat penikmatan hak atas
kebebasan berekspresi dan berpendapat, juga menghambat akses pihak lain untuk
menerima informasi.

Di Indonesia, ketentuan mengenai pembatasan kebebasan berekspresi diatur
dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Namun demikian, KUHP tidak
mendefinisikan penghinaan dalam penjelasan pengertian sebagaimana diatur dalam
pasal 86 sampai dengan 102 KUHP yang memuat definisi beberapa istilah yang
dipakai. Penghinaan diatur secara tersendiri dalam Bab Penghinaan pasal 310-321
KUHP.

Penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHP memiliki perbedaan dengan
pengaturan penghinaan pada KUHPerdata. KUHperdata tidak mengenal adanya
pengkhususan atau bentuk-bentuk penghinaan. Secara umum, penghinaan
dikategorikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum sehingga pengaturannya
mendasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata. Namun demikian, perbuatan  melawan
hukum yang ditimbulkan oleh penghinaan diatur pula secara khusus dalam pasal 1372-
1380 KUHperdata. Ketentuan tersebut pada intinya memungkinkan seseorang untuk
menuntut secara perdata atas penghinaan yang betujuan mendapatkan ganti rugi serta
pemulihan dan kehormatan nama baik.

Tuntutan masyarakat di negara demokrasi terhadap keterbukaan informasi
semakin besar. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika
dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang
ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media
elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya
perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi
dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan
manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.

Kehadiran media sosial, seperti Facebook, Twitter, Blog, Path, BBM, dll.,
membawa perubahan yang sangat radikal dalam berkomunikasi. Apalagi media sosial
tsb. dapat dilihat melalui telepon genggam atau telepon seluler (ponsel) yang setiap
orang bisa memiliknya. Dampak negatifnya, apresiasi sebagian orang terhadap etika
ber-media sosial sangat rendah karena tidak ada regulasi yang langsung meng-
intervensi. Selain itu sosialisasi terkait dengan aturan main agar tetap pada koridor
hukum juga tidak ada sehingga masyarakat pun menganggap media sosial sebagai
“cerobong asap”. Akibatnya, sebagian orang tidak memahami dampak hukum jika
memakai media sosial sebagai tempat menuliskan sesuatu yang merugikan pihak lain,
seperti menyebarkan fitnah, memutarbalikkan fakta, menyebarkan kabar bohong, dll.
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Saat ini, penggunaan internet berkembang sangat pesat tetapi kemajuan
Teknologi Informasi justru menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan
kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia,
sekaligus dapat menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Seiring
perkembangan zaman, variasi pengaturan terhadap penghinaan tidak hanya dilakukan
berdasarkan bentuknya saja, tapi juga terhadap media yang digunakan. Dengan
diberlakukannya UU ITE pada tahun 2008, maka bentuk- bentuk aktivitas di media
maya juga dapat dikenakan ancaman pidana termasuk penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik.

Khusus untuk pengguna internet, ancaman pidana terhadap pelaku penghinaan
dirumuskan melalui pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) UU ITE. Ketentuan ini
memungkinkan pengguna internet untuk dikriminalisasi dalam hal yang bersangkutan
terbukti melakukan penghinaan di media online dengan cara mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan
Dokumen Elektronik yang memiiki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama
baik. Ketetentuan ini juga tidak secara definitif menjelaskan mengenai pengertian
Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik.

Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1997 diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi
kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada
antara lain digunakannya pendekatan restorative justice melalui sistem diversi. Dalam
peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan
diversi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum.

Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian
perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan
pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan
Sedangkan Dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan
pidana Anak, pengertian anak menurut Undang-undang ini yang disebut Anak yang
telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun
yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di
atas, maka studi ini bertujuan menganalisis penerapan diversi terhadap anak pelaku
tindak pindana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Perbuatan Pidana
Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban

pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan
dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian
dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang
tersebut memiliki kesalahan. Dengan Demikian, membicarakan Pertanggungjawaban
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pidana harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang
tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan
perbuatan pidana. Dirasa tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab
atas suatu tindakan sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep
sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan
dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan
tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam
bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not make a person
guilty, unless the mind is legally blameworthy. Berdasar asas tersebut ada dua syarat
yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah
yang terlarang/perbuatan pidana (actus reus), dan ada sikap batin jahat/tercela (mens
rea).

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang
objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi
syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana
adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan.
Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai
kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan
mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana.

Peradilan Anak
Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang

terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak
tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya,
menginggat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang, sehingga
berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang.

Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan
karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak
dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di
hadapan hukum. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa anak merupakan
amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat
sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak
mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem
peradilan. Menurut Retnowulan Sutianto, perlindungan anak merupakan bagian dari
Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan
membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakekat pembangunan
nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur.
Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan
pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan
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berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban,
keamanan, dan pembangunan nasional.

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention
on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak,
berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui
sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini
ditegaskan dalam United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of
Juvenile Justice, bahwa tujuan peradilan anak adalah: sistem peradilan pidana bagi
anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa
reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu
sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun
pelanggaran hukumnya.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989, hak-hak anak secara umum dapat
dikelompokkan ke dalam 4 kategori hak anak, yaitu : hak untuk kelangsungan hidup
(the right to survival); hak untuk tumbuh berkembang (the right to  develop); hak
untuk perlindungan (the right to protection); dan hak untuk partisipasi (the right to
participation). Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan lahirnya UU
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun
1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak. Pasal 1 butir 12 UU No. 23 Tahun
2002 disebutkan bahwa hak anak adalah “bagian dari hak asasi manusia yang wajib
dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah,
dan negara”. Atas dasar Keputusan Presiden Tahun 1990 yang mengesahkan
Convention On The Rights of the Child, maka sejak tahun 1990 Indonesia telah terikat
secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub dalam Konvensi Hak
Anak. UU No. 23 Tahun 2002 telah dicabut oleh UU No. 11 Tahun 2012.

Tujuan Peradilan Anak
UNSMRJJ (selanjutnya disebut The Beijing Rules) 29 Nopember 1985 dalam

Angka 5 dinyatakan bahwa tujuan Peradilan Anak (Aim of Juvenile Justice) adalah :
“The juvenile justice system shall emphasize well-being of the juvenile and shall
ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in propertion to the
circumstancess of both the offenders and offence”

Mendasarkan pada tujuan peradilan anak di atas maka tujuan sistem peradilan
pidana anak, yaitu memajukan kesejahteraan anak (the promotion of the well-being of
the juvenile) dan memperhatikan prinsip proporsionalitas (the principle of
proportionality). Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama (the
main focus), berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat
menghukum (avoidance of merely punitive sanctions). Tujuan prinsip proporsional
adalah mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam
batasan-batansan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum (mostly
expressed in terms of just desert in relation to the gravity of the offence), tetapi juga
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memperhatikan pertimbangan keadaan- keadaan pribadinya (be based on the
concideration of personal circumstancess).

Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan
karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak
dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di
hadapan hukum. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa anak merupakan
amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat
sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak
mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem
peradilan. Menurut Retnowulan Sutianto, perlindungan anak merupakan bagian dari
Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan
membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakekat pembangunan
nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur.
Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan
pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan
berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban,
keamanan, dan pembangunan nasional.

Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan salah satu “pembunuhan karakter” yang
dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi manusia, karena pelanggaran Hak
Asasi Manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana
mengakomodasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam kamus Hukum, pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina atau
menista orang lain atau menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan
menyiarkan agar supaya diketahui umum atau baik secara lisan maupun tertulis.
Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penghinaan atau
pencemaran nama baik yaitu segala penyerangan kehormatan dan nama seseorang
dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan
untuk menyiarkannya kepada khalayak ramai dapat dihukum tetapi terbatas pada cara-
cara melakukannya yang tertentu.

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan yang pada
dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam
arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki
pengertian yang berbeda tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain,
karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar,
demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan
tercemar. Oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik
sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.
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Ketentuan Hukum mengenai pencemaran nama baik dapat dilihat dalam Kitab
Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHperdata). KUHP mengatur soal Penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik.
Penghinaan sesama rakyat, pemerintah dan kepala negara/jabatan dan pornografi.
Sedangkan dalam KUHperdata mengatur soal ganti rugi dan pernyataan permintaan
maaf.

Dalam KUHP masalah penghinaan diatur dalam pasal 310-321. Pasal 310
menyatakan :

1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang
dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui
umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama
sembilan bulan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan,
dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum maka yang bersalah karena
pencemaran tertulis, diancam pidana paling lama satu tahun empat bulan
atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang
dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri

4) Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa pencemaran itu dilakukan dengan
cara disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maksudnya
dipublikasikan, seperti publikasi melalui media massa. Tetapi
pengungkapan kejahatan seseorang melalui media massa tidak
dikategorikan sebagai pencemaran tertulis kalau dilakukan untuk
kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, seperti yang
diatur dalam ayat 3 pasal 310 KUHP.

Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial
Pencemaran nama baik atau penghinaan menurut penjelasan R. Soesilo terdiri

atas 6 (enam) bentuk yakni menista (smaad), menista dengan surat (smaadachrift),
memfitnah (laster), penghinaan ringan (eenvoudige belediging), mengadu secara
memfitnah (lasterajke aanklacht), dan tuduhan secara memfitnah (lasterajke
verdarhtmaking).

Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan
sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik,
diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten
illegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik
dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar
tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi
penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem
Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik.
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Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang
nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian
perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu dan yang
ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga
diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan. Tindak
pidana yang oleh KUHP dalam kualifikasi pencemaran atau penistaan (smaad)
dirumuskan di dalam Pasal 310.

Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau
penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh
seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan
tersiar (diketahui orang banyak).

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang
nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian
perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang
ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga
diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.

METODE

Penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif yang  dilakukan
melalui analisis yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku, diktat, dan
lain-lain dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan konsep para ahli
hukum sebagai basis penelitiannya. Penelitian hukum normatif memiliki ciri-ciri yaitu
beranjak dari kesenjangan dalam norma/asas hukum, tidak menggunakan hipotesis,
dan menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-
asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-
patokan dalam berperilaku atau bersikap tidak pantas.

Selanjutnya studi ini dianalisis menggunakan pendekatan analisis konsep
hukum, analisis perundang-undangan, dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan
penerapan sanksi pidana dalam hal pencemaran nama baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Anak Pelaku Tindak Pidana

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang
dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar, baik secara
rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan
sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama
terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Anak adalah seseorang yang belum mencapai
usia 21 tahun dan belum pernah kawin. (Pasal 1 UU No. 4 Tahun 1979). Hak Anak
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adalah hak anak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan
kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh
dan berkembang dengan wajar. Anak juga berhak atas pelayanan untuk
mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya. Anak berhak atas
pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah
dilahirkan. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
(Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979).

UU Nomor 23 Tahun 2002 ini dapat dengan jelas dilihat dalam pasal 3  dari
UU ini. Pasal 3 dari undang-undang ini menyatakan: Perlindungan anak bertujuan
untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujud-nya anak
Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Terkait dengan tujuan tersebut, selanjutnya UU ini mengatur lebih lanjut dalam
pasal-pasal lain. Dalam hal menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan. UU ini mengatur hak tesebut dalam BAB III pasal 4 (Hak dan
Kewajiban Anak). Selanjutnya UU ini juga mengatur hak anak untuk mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam pasal 13. Khusus dalam
partisipasi mereka dalam proses pembangunan, undang-undang ini secara tegas
mengakui hak anak untuk menyatakan pendapatnya, seperti termuat dalam Pasal 10
yang berbunyi “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima,
mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya
demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai- nilai kesusilaan dan kepatutan.” Dan
pada pasal 24 yang menyatakan: “Negara dan pemerintah menjamin anak untuk
mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan
tingkat kecerdasan anak.”

Pentingnya pemberian perlindungan hukum bagi anak, baru disadari
pemerintah pada sekitar tahun 1997 dengan lahirnya Surat Keputusan Menteri Sosial
RI No: 81/huk/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak. Namun
dengan persiapan yang sangat lama tersebut, menjadikan kebijakan yang diambil
terkesan sangat lambat dan terlalu birokratis. Anak adalah bagian dari generasi muda
sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dari penerus cita-cita
perjuangan bangsa yang memiliki ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan
perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembngan fisik, mental
sosial secara utuh, serasi,selaras dan seimbang.

Pendidikan damai dapat menanamkan rasa saling kasih dan cinta antar sesama,
tidak peduli apakah ia berkulit hitam atau putih, kaya atau miskin, penduduk atau
pendatang, warga negara lokal atau asing. Dengan sentuhan bahasa cinta antar sesama,
semuanya bisa duduk bersebelahan dalam satu ruang kelas. Dalam hal ini, guru tidak
sekedar mengajar namun juga sebagai orang tua kedua ketika anak-anak berada di
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sekolah. Begitu pula orang tua di rumah, menjadi guru yang kedua bagi putra-putrinya.
Yang berlangsung kemudian adalah sentuhan cinta dibarengi dengan semangat
mendidik, atau mendidik dilakukan dengan penuh kasih sayang, mengurangi tindakan
dilenkuensi.

Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan
diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep
restorative justice melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan
yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian
perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan
pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan
Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam
Undang-Undang ini;

b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan
umum; dan

c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama
proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau
tindakan.

Secara prinsipiil melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah
mengedepankan pendekatan restorative justice dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian
tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan restorative justice akan
menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama,
kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya
bagi korban (criminal justice system that disempowers individu); kedua,
menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat
(taking away the conflict from them); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan
yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan
(in orderto achievereparation).

Penerapan prinsip restorative justice dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian
tindak pidana yang dilakukan oleh anak walaupun secara yuridis formil telah diatur secara
jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, namun secara formil pula
muncul permasalahan terkait dengan waktu berlakunya undang-undang tersebut yang pada
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Pasal 108 disebutkan: “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak
tanggal diundangkan” yang berarti undang-undang tersebut baru berlaku pada bulan Juli tahun
2014, hal ini tentu akan memunculkan permasalahan bagi penyelesaian tindak pidana yang
melibatkan anak, di samping itu kesiapan bagi seluruh  aparatur penegak hukum, pemahaman
masyarakat, dan sarana serta pra-sarana menjadi faktor pendukung yang tidak dapat
dikesampingkan dalam menunjang berlakunya undang-undang tersebut. Ketika faktor
pendukung tersebut tidak memadai maka akan menimbulkan permasalahan kembali dan
tentunya akan berimbas bagi anak baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan sebagai berikut :
Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas :

a. perlindungan
b. keadilan
c. nondiskriminasi
d. kepentingan terbaik bagi anak
e. penghargaan terhadap pendapat anak
f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
g. pembinaan dan bimbingan anak
h. proporsional
i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
j. penghindaran pembalasan

Penerapan Diversi
Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian
perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar  peradilan pidana.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan criminal
sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri Anak. Untuk melakukan
perlindungan terhadap Anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana,
maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk
membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang diduga
telah melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses
peradilan pidana umum dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik
untuk Anak.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari
proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kasus yang sering muncul
di dalam masyarakat yang melibatkan Anak sebagai pelakunya maka dalam
penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversi dapat memungkinkan Anak
dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penggunaan
mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa,
hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda
atau dibawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal.
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Penerapan diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negative
keterlibatan Anak dalam suatu proses peradilan. Peradilan Anak merupakan sistem
peradilan yang bersifat restorative justice dengan mengutamakan kebutuhan dan
kepentingan dimasa yang akan datang. Stigmatisasi Anak nakal seperti yang terjadi
selama ini tidak akan memberikan peluang kepada Anak untuk mendapatkan ruang
tumbuh kembang yang lebih baik. Begitu juga penanganan Anak dipenjara, jangan
sampai menimbulkan trauma dan tidak ditahan bersama orang dewasa. Resiko
penanganan Anak di penjara menjadi tekanan yang sangat luar biasa bagi Anak setelah
menjalani putusan hukum. Upaya mewujudkan criminal restorative justice system bagi
Anak yang berhadapan dengan hukum, diperlukan payung hukum antar pihak terkait
agar penanganan komprehensif.

Berdasaran pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah
bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan. Diversi dilakukan untuk menemukan
suatu bentuk penyelesaian yang memberikan perlindungan terhadap Anak dengan
mengedepankan prinsip the best interest of the child. Konsep diversi lahir didasarkan
pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap Anak pelaku tindak pidana
melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya dari
pada kebaikan. Dalam hal ini mekanisme peradilan akan memberikan stigma terhadap
Anak atas tindakan yang dilakukannya sebagai Anak jahat, sehingga lebih baik untuk
menghindarkan Anak dari sistem peradilan pidana konvensional ke mekanisme
penyelesaian di luar sistem peradilan pidana.

Pertimbangan dilakukannya diversi didasarkan pada alasan untuk memberikan
keadilan kepada Anak yang telah melakukan tindak pidana serta memberikan
kesempatan pada Anak untuk memperbaiki dirinya. Menurut Peter C. Kratcoski
terdapat tiga jenis pelaksanaan diversi, yaitu :

a. Pelaksanaan kontrol sosial (social control orientation), dalam hal ini aparat
penegak hukum menyerahkan Anak pelaku pada pertanggung jawaban dan
pengawasan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan
yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan
tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh
masyarakat.

b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service
orientation), yaitu pelayanan sosial oleh masyarakat dengan
melakukanfungsi pengawasan, mencampuri, dan menyediakan pelayanan
bagi pelakuserta keluarganya.

c. Restorative Justice atau Perundingan (balanced or restorative justice
orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan
pelakubertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan
membuatkesepakatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat.
Semua pihakyang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai
kesepakatanterhadap pelaku.
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Dasar hukum penerapan diversi ini adalah Pasal 18 ayat (1) huruf L yang
diperluas oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan: “Polisi dapat mengadakan
tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan
tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban
hukum/profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan
tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya,
didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan
menghormati Hak Asasi Manusia”

Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
Dalam hukum pidana, pengertian Anak pada hakikat nya menunjuk  kepada

persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (Criminal Liability). Dalam undang-
undang pengadilan Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia
8 sampai 18 Tahun. Adanya rentang batasan usia dalam undang-undang pengadilan
Anak tersebut,.

Diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada
dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. Apabila ditelusuri
ketentuan instrument internasional, ditentukannya batas usia antara 8 sampai 18 Tahun
sudah sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam Standart Minimum Rule For The
Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules). Menurut Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak: “Anak adalah orang yang
dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum
mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin”.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU – VIII/2010,
Batasan Usia Anak diubah menjadi 12 Tahun. Berdasarkan hal tersebut maka putusan
mengenai ketentuan batas minimal Anak yang melakukan tindak pidana diakomodir ke
dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak: ”Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya
disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum
berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

UU Nomor 23 Tahun 2002 ini dapat dengan jelas dilihat dalam pasal 3  dari
UU ini. Pasal 3 dari undang-undang ini menyatakan: Perlindungan anak bertujuan
untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujud-nya anak
Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Terkait dengan tujuan tersebut, selanjutnya UU ini mengatur lebih lanjut dalam
pasal-pasal lain. Dalam hal menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan. UU ini mengatur hak tesebut dalam BAB III pasal 4 (Hak dan
Kewajiban Anak). Selanjutnya UU ini juga mengatur hak anak untuk mendapat
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perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam pasal 13. Khusus dalam
partisipasi mereka dalam proses pembangunan, undang-undang ini secara tegas
mengakui hak anak untuk menyatakan pendapatnya, seperti termuat dalam Pasal 10
yang berbunyi “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima,
mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya
demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai- nilai kesusilaan dan kepatutan.” Dan
pada pasal 24 yang menyatakan: “Negara dan pemerintah menjamin anak untuk
mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan
tingkat kecerdasan anak.”

Pentingnya pemberian perlindungan hukum bagi anak, baru disadari
pemerintah pada sekitar tahun 1997 dengan lahirnya Surat Keputusan Menteri Sosial
RI No: 81/huk/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak. Namun
dengan persiapan yang sangat lama tersebut, menjadikan kebijakan yang diambil
terkesan sangat lambat dan terlalu birokratis. Anak adalah bagian dari generasi muda
sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dari penerus cita-cita
perjuangan bangsa yang memiliki ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan
perlindungandalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembngan fisik, mental
sosial secara utuh, serasi,selaras dan seimbang.

Komisi Nasional Perlindungan Anak, menyatakan bahwa, kekerasan terhadap
anak yang dilaporkan ada 500 kasus, pada 2005 jumlahnya naik 40 persen, mencapai
sekitar 700 kasus. Sebanyak 68 persen kekerasan dilakukan oleh orang yang dikenal
korban. Kejadian yang tidak dilaporkan diperkirakan jauh lebih banyak. Sebetulnya
sudah cukup lengkap aturan hukum yang melindungi anak-anak. Selain memiliki
Undang-Undang No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan mempuyai Undang-
Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam undang-undang terakhir, anak-anak berusia di bawah 18 tahun mendapat
perlindungan dari berbagai bentuk eksplotasi dan kekerasan. Jagankan

penganiaya anak sendiri, orang yang menelantarkan anak orang lain sehingga menjadi
sakit atau menderita pun bisa di penjara lima tahun.Hanya prakteknya tidak gampang
memperkarakan orang tua yang melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya. Anak
yang jadi korban penganiayaan atau kekerasan seksual biasanya belum mampu atau
tidak berani melapor ke polisi. Akibatnya banyak kasus yang baru terungkap setelah
anak tewas.Perlakuan salah terhadap anak, dibagi menjadi dua golongan besar: berasal
dari dalam keluarga dan berasal dari luar lingkungan keluarga.

SIMPULAN
Ketentuan Pidana pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310
dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan
(klacht) untuk dapat dituntut. Perbuatan pencemaran nama baik ini harus juga
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diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang sebagaimana asas hukum lex spesialis
derogate legi lex generalis yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa
hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik dengan ancaman sanksi hukum pelaku di pidana
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 45 Ayat (1) UU ITE.

Restorative Justice merupakan bentuk yang paling disarankan dalam
melakukan diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum melakukan tindak
pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Hal ini dikarenakan konsep
restorative justice melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan
yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.
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